
 

64 
 

BAB lV 

PEMBAHASAN 

A. Analisis lPutusan l 

Putusan lPengadilan lnomor l1390/Pdt.G/2021/PA.BL. lPerkara 

lperceraian lini lberawal ldari lkeinginan lpenggugat ldengan lberdasarkan lpada 

lsurat lgugatannya ltertanggal l30 lApril l2021 lyang ldidaftarkan ldi 

lKepaniteraan lPengadilan lAgama lBlitar ldengan lmaksud lmenggugat lcerai 

lsuami lpenggugat. lPengadilan lAgama lBlitar lmemiliki lkewenangan ldalam 

lmemeriksa ldan lmengadili lperkara ltertentu lpada ltingkat lpertama, lsesuai 

ldengan lpersidangan lHakim lMajelis, ltelah lmenjatuhkan lputusan latas 

lperkara lcerai lgugat lantara: 

 lPenggugat lyang lberumur l45 ltahun, lagama lIslam, lpekerjaan lTenaga 

lKerja lIndonesia, lpendidikan lSLTP, ldalam lhal lini lmemberikan lkuasa lkhusus 

lkepada lNono lSusilo lAdi, lS.H., lMukhammad lTaufan lPerdana lPutra, 

lS.H.,M.H., ldan lBadi’u lRizal, lS.H., ladvokat/penasehat lhukum, lyang 

lberkantor ldi lDusun lGenengan lRT.01 lRW.06 lDesa lSanankulon lKecamatan 

lSanankulon lKabupaten lBlitar. l 

Melawan: 

Tergugat lyang lberumur l47 ltahun, lagama lIslam, lpekerjaan lBuruh 

lHarian lLepas, lpendidikan lSLTA. lBahwa ldalam lgugatannya lhakim ltelah 

lmengemukakan lhal-hal lyang lmenjadi ldasar ldiajukannya lgugatan lantara 

llain: 
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• Penggugat ldan lTergugat ltelah lmelangsungkan lpernikahan lselama l13 

ltahun, lterhitung lsejak ldari ltanggal l12 lFebruari l2008 lsampai lsaat 

lgugatan ldiajukan. lPernikahan ltersebut ldicatatkan loleh lPegawai 

lPencatat lNikah lkantor lUrusan lAgama lKecamatan lBakung 

lKabupaten lBlitar. l 

• Setelah lpernikahan ltersebut lPenggugat ldengan lTergugat lhidup 

lbersama ldi lrumah lkediaman lorang ltua lpenggugat ldalam ldalam 

lkeadaan lsudah lbaik l(ba’daddukhul), ldan ltidak ldikaruniai lanak. l 

• Bahwa lsemula lrumah ltangga lPenggugat ldan lTergugat ldalam 

lkeadaan lrukun ldan lbahagia, lakan ltetapi lsejak lJanuari l2014 ldan 

lpuncaknya lakhir ltahun l2018 lpada lwaktu lPenggugat lcuti lkerja ldari 

lLuar lNegeri, lrumah ltangga lPenggugat ldan lTergugat lmulai lgoyah, 

ltidak lrukun ldan lharmonis llagi, lkarena ltelah lterjadi lpertengkaran ldan 

lperselisihan lyang ldisebabkan lkarena lTergugat lsudah lmenikah lsiri 

ldengan lorang llain. 

• Bahwa luntuk lmencukupi lekonomi lkeluarga, lpada lawal ltahun l2019 

lPenggugat lberangkat lbekerja lke lHongkong lsampai lsekarang. 

• Bahwa lsejak lterjadi lperselisihan ldan lpertengkaran ltersebut, lmaka 

lsejak ldidaftarkannya lgugatan lini lantara lPenggugat ldan lTergugat 

lsudah ltidak lberkomunikasi latau lberhubungan lsebagaimana llayaknya 

lsuami listri. 

• Bahwa latas lsikap ldari lTergugat ltersebut, lPenggugat lsangat lmenderita 

llahir ldan lbatin. lOleh lkarenanya lrumah ltangga lPenggugat ldengan 

lTergugat lsudah ltidak ldapat ldipertahankan llagi. lSebab ljika 
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ldipertahankan ltidak lakan lmembawa lmanfaat lbahkan ljustru lmenjadi 

lmudhorot lbagi lPenggugat ldan lTergugat. 

Untuk lmenguatkan ldalil-dalil lgugatan ldari lPenggugat ltersebut, 

lpenggugat ltelah lmengajukan lalat lbukti lsurat lberupa: 

• Fotokopi lKartu lTanda lPenduduk latas lnama lPenggugat lyang ltelah 

ldikeluarkan loleh lPemerintah lKabupaten lBlitar ltanggal l07 

lSeptember l2012, lyang ltelah ldicocokkan ldengan laslinya ldan ltelah 

ldinezegeland l(P.1) 

• Fotokopi lAkta lNikah latas lnama lPenggugat ldan lTergugat lyang ltelah 

ldikeluarkan loleh lKantor lUrusan lAgama lKecamatan lBakung 

lKabupaten lBlitar ltanggal l12 lFebruari l2008, lyang ltelah ldicocokkan 

ldengan laslinya ldan ltelah ldinezegeland l(P.1); 

Selain lalat lbukti lsurat ltersebut ldiatas, lPenggugat ljuga lmengajukan 

lsaksi-saksi ldiantaranya l: 

1) Saksi l1, lumur l68 ltahun, lagama lIslam, lpekerjaan lpetani, lbertempat 

ltinggal ldi lKabupaten lBlitar. l 

Dibawah lsumpah lsaksi lmemberikan lketerangan lyang lpada 

lpokoknya lsebagai lberikut: 

- Bahwa lsaksi lkenal ldengan lPenggugat ldan lTergugat lkarena 

lsaksi ladalah lIbu lkandung lPenggugat. 

- Bahwa lpenggugat ldan lTergugat ladalah lsuami listri lsah lyang 

ltelah lmenikah lpada ltahun l2008. 
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- Bahwa lsetelah lakad lnikah, lPenggugat lhidup lrukun ldengan 

lTergugat lserta lbertempat ltinggal ldi lrumah lkediaman 

lbersama lorang ltua lPenggugat lnamun lbelum ldikaruniai 

lketurunan. l 

- Bahwa lsaksi lmengetahui lakibat lperselisihan ldan 

lpertengkaran lPenggugat ldan lTergugat ltelah lpisah ltempat 

ltinggal lselama lkurang llebih l3 ltahun. 

- Bahwa lsaksi ltahu lselama lpisah ltempat ltinggal, lTergugat 

ltidak lpernah lmemberikan lnafkah lkepada lPenggugat. 

- Bahwa lsaksi lsebagai libu lkandung ltelah lberusaha luntuk 

lmemberikan lnasihat lkepada lPenggugat lagar lrukun llagi 

ldengan lTergugat, lakan ltetapi ltidak lberhasil ldan lsaksi ltidak 

lsanggup llagi lmerukunkan lPenggugat ldengan lTergugat. 

2) Saksi l2, lumur l48 ltahun, lagama lIslam, lpekerjaan lKaryawan 

lswasta, lbertempat ltinggal ldi lKabupaten lBlitar. 

Dibawah lsumpah lsaksi lmemberikan lketerangan lyang lpada 

lpokoknya lsebagai lberikut: 

- Bahwa lsaksi lkenal ldengan lPenggugat ldan lTergugat lkarena 

lsaksi ladalah lkakak lkandung lPenggugat. 

- Bahwa lPenggugat ldan lTergugat ladalah lsuami listri lsah lyang 

lmenikah lpada ltahun l2008. 

- Bahwa lsetelah lakad lnikah, lPenggugat lhidup lrukun ldengan 

lTergugat lserta lbertempat ltinggal ldi lrumah lkediaman 
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lbersama lorang ltua lPenggugat lnamun lbelum ldikaruniai 

lketurunan. 

- Bahwa lsaksi ltahu lsemula lrumah ltangga lPenggugat ldan 

lTergugat lrukun ldan lharmonis, lnamun lsejak ltahun l2018 

lsudah ltidak lharmonis, lkarena lsering lberselisih ldan 

lbertengkar ldisebabkan lTergugat ltelah lmenikah lsiri ldengan 

lorang llain. 

- Bahwa lsaksi lmengetahui lakibat lperselisihan ldan 

lpertengkaran lPenggugat ldan lTergugat ltelah lpisah ltempat 

ltinggal lselama lkurang llebih l3 ltahun. 

- Bahwa lsaksi ltahu lselama lpisah ltempat ltinggal, lTergugat 

ltidak lpernah lmemberikan lnafkah lkepada lPenggugat. 

- Bahwa lsaksi lsebagai lkakak lkandung ltelah lberusaha luntuk 

lmemberikan lnasihat lkepada lPenggugat lagar lrukun llagi 

ldengan lTergugat, lakan ltetapi ltidak lberhasil ldan lsaksi ltidak 

lsanggup llagi lmerukunkan lPenggugat ldengan lTergugat. 

Berdasarkan lhal-hal ltersebut ldiatas, lmaka lPenggugat lmengajukan 

lgugatan lyang lditujukan lkepada lPengadilan lAgama lBlitar ldan lmemohon 

lkepada lMajelis lHakim luntuk lmenerima, lmemeriksa ldan lmengadili lperkara 

lini. lSelanjutnya ldata ldalam lpenelitian lini ldigunakan luntuk lmenjawab 

lpermasalahan lyang ldifokuskan lpada lpenerapan lhukum lmateril lterhadap 

lPenggugat ldan lTergugat ldalam lPutusan lPengadilan lAgama lBlitar lNomor 

l1390/Pdt.G/2021/PA.BL. 
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Pertimbangan lhakim lmerupakan lkonstruksi lhukum lyang lmenjadi 

ldasar lpemikiran lhakim ldalam lmengambil lkeputusan ldalam lmemutus lsuatu 

lperkara. lAdapun lyang lmenjadi lpertimbangan lhukum lhakim lsebagai 

lberikut: l 

Menimbang lbahwa lmaksud ldan ltujuan ldari lgugatan lPenggugat 

lpokoknya ladalah lsebagaimana lterurai ldiatas. 

Menimbang lbahwa lMajelis lHakim lperlu lmempertimbangkan 

lkeabsahan lsurat lkuasa lkhusus lyang ldibuat lPenggugat lserta lkedudukan 

lpenerima lkuasa. lBahwa lsurat lkuasa lkhusus lPenggugat ltanggal l28 lmaret 

l2021 ltelah lmemenuhi lsyarat lformil lsurat lkuasa, lyaitu ltelah lmemenuhi lunsur 

lkekhususan, ldimana lsecara ljelas lmenunjuk lperkara lCerai lGugat ldi 

lPengadilan lAgama lBlitar ldengan lmemuat lmateri ltelaah lyang lmenjadi lbatas 

ldan lisi ldari lmateri lkuasa lyang ldiberikan ldengan lmencantumkan lidentitas 

lpara lpihak lberperkara ldan ltelah lmencantumkan ltanggal, lserta ltanda ltangan 

lpemberi lkuasa, lbegitu ljuga ldikuatkan ldengan lKartu lTanda lPengenal lPara 

lAdvokat lmasih lberlaku lserta ltelah ldisumpah loleh lPengadilan lTinggi 

lsetempat, lmaka lmajelis lberpendapat, lbahwa lSurat lKuasa lKhusus ldimaksud 

ldapat ldinyatakan lsah lkarena ltelah lsesuai ldengan lPasal l22 layat l(1) lHIR lyang 

lberbunyi: 

Pasal l123:79
 l 

1) Kedua lbelah lpihak, lkalau lmau, lmasing-masing lboleh ldibantu 

latau ldiwakili loleh lseseorang lyang lharus ldikuasakannya luntuk 

litu ldengan lsurat lkuasa lkhusus, lkecuali lkalau lpemberi lkuasa litu 

lsendiri lhadir. lPenggugat ldapat ljuga lmemberi lkuasa litu ldalam 

lsurat lpermintaan lyang lditandatanganinya ldan ldiajukan 

 
79 Anotasi REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI 
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lmenurut lpasal l118 layat l(1) latau lpada ltuntutan lyang 

ldikemukakan ldengan llisan lmenurut lpasal l120; ldan ldalam lhal 

lterakhir lini, litu lharus ldisebutkan ldalam lcatatan ltentang 

ltuntutan litu. l 

 Dan lSEMA lNomor l01 ltahun l1971 ltanggal l23 lJanuari l1971 ljuncto lSEMA 

lNomor l6 ltahun l1994 ltanggal l14 lOktober l1994 lyang lberbunyi: l 

Untuk lmenciptakan lkeseragaman ldalam lhal lpemahaman 

lterhadap lSurat lKuasa lKhusus lyang ldiajukan loleh lpara lpihak 

lbeperkara lkepada lBadan-badan lPeradilan, lmaka ldengan lini 

ldiberikan lpetunjuk lsebagai lberikut: 

1. Surat lKuasa lharus lbersifat lkhusus ldan lmenurut lUndang-

undang lharus ldicantumkan ldengan ljelas lbahwa lsurat lkuasa 

litu lhanya ldipergunakan luntuk lkeperluan ltertentu, lmisalnya: 

a. Dalam lperkara lperdata lharus ldengan ljelas ldisebut 

lantara lA lsebagai lPenggugat ldan lB lsebagai 

lTergugat, lmisalnya ldalam lperkara lwaris latau 

lhutang lpiutang ltertentu ldan lsebagainya. l 

b. Dalam lperkara lpidana lharus ldengan ljelas lmenyebut 

lPasal-pasal lKUHAP lyang ldidakwakan lkepada 

lterdakwa lyang lditunjuk ldengan llengkap. 

2. Apabila ldalam lsurat lkuasa lkhusus ltersebut ltelah ldisebutkan 

lbahwa lkuasa ltersebut lmencakup lpula lpemeriksaan ldalam 

ltingkat lbanding ldan lkasasi, lmaka lsurat lkuasa lkhusus 

ltersebut ltetap lsah lberlaku lhingga lpemeriksaan ldalam 

lkasasi, ltanpa ldiperlukan lsuatu lsurat lkhusus lyang lbaru.80 

Dan lketentuan lPasal l32 lUndang-Undang lNomor l18 ltahun l2003 

ltentang lAdvokat lyang lberbunyi: l 

Pasal l32 l 

1) Advokat, lpenasihat lhukum, lpengacara lpraktik ldan lkonsultan 

lhukum lyang ltelah ldiangkat lpada lsaat lUndang-undang lini 

lmulai lberlaku, ldinyatakan lsebagai lAdvokat lsebagaimana 

ldiatur ldalam lUndang-Undang lini. l 

2) Pengangkatan lsebagai lpengacara lpraktik lyang lpada lsaat 

lUndang-Undang lini lmulai lberlaku lmasih ldalam lproses 

lpenyelesaian, ldiberlakukan lketentuan lsebagaimana ldiatur 

ldalam lUndang-Undang lini. l 

3) Untuk lsementara ltugas ldan lwewenang lOrganisasi lAdvokat 

lsebagaimana ldimaksud ldalam lUndang-undang lini, 

 
80 Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Surat Kuasa 

Khusus, (Jakarta: Oktober 1994) 
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ldijalankan lbersama loleh lIkatan lAdvokat lIndonesia 

l(IKADIN), lAsosiasi lAdvokat lIndonesia l(AAI), lIkatan 

lPenasihat lHukum lIndonesia l(IPHI), lHimpunan lAdvokat ldan 

lPengacara lIndonesia l(HAPI), lSerikat lPengacara lIndonesia 

l(SPI), lAsosiasi lKonsultan lHukum lIndonesia l(AKHI), 

lHimpunan lKonsultan lHukum lPasar lModal l(HKHPM) ldan 

lAsosiasi lPengacara lSyariah lIndonesia l(APSI). l 

4) Dalam lwaktu lpaling llambat l2 l(dua) ltahun lsetelah 

lberlakunya lUndang-Undang lini, lOrganisasi lAdvokat ltelah 

lterbentuk.81 

Karenanya lpenerima lkuasa lharus lpula ldinyatakan ltelah lmempunyai 

l lkedudukan ldan lkapasitas lsebagai lsubjek lhokum lyang lberhak lmelakukan 

ltindakan lhokum latas lnama lpemberi lkuasa luntuk lberacara ldalam lperkara la 

lquo. l 

Menimbang lbahwa ldalam ldalil lgugatan lPenggugat lyang 

lmenyatakan lperkawinan lPenggugat ldan lTergugat ldilaksanakn lmenurut 

lAgama lIslam lyang ltidak lterbantahkan, loleh lkarena litu lsudah lsesuai ldengan 

lPasal l40 ldan lPasal l63 layat l(1) lhuruf l(a) lUndang-Undang lNomor l9 ltahun 

l1975 ljo lyang lberbunyi: 

Pasal l40 l 

Apabila lseorang lsuami lbermaksud luntuk lberisteri llebih ldari 

lseorang lmaka lia lwajib lmengajukan lpermohonan lsecara 

ltertulis lkepada lPengadilan. 

Pasal l63 l 

1) Yang ldimaksudkan ldengan lPengadilan ldalam lUndang-

undang lini lialah: 

a. Pengadilan lagama lmereka lyang lberagama lIslam. 

b. Pengadilan lUmum lbagi lyang llainnya.82 

Serta lPasal l1 lhuruf l(b) lPeraturan lPemerintah lNomor l9 ltahun l1975 

lJo lyang lberbunyi: 

 
81 Mahkamah Konstitusi, Anotasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2003. 
82 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pustaka: 

Yayasan Peduli Anak Negeri). Hlm 9 & 14. 
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Pasal l1 layat l(2) 

b. lPengadilan ladalah lPengadilan lAgama lbagi lmereka lyang 

lberagama lIslam ldan lPengadilan lNegeri lbagi lyang llainnya; 

Pasal l49 lUndang-Undang lNomor l7 lTahun l1989 ltentang lPeradilan 

lAgama lyang ltelah ldiubah ldengan lUndang-Undang lNomor l3 ltahun l2006 

ldan lperubahan lkedua ldengan lUndang-Undang lNomor l50 ltahun l2009, 

lkarenanya lPengadilan lAgama lberwenang lmemeriksa ldan lmengadili lserta 

lmemutus lperkara la lquo. 

Menimbang lbahwa ldalam lgugatan lPenggugat ldomisili lPenggugat 

lberada lpada lyurisdiksi lPengadilan lAgama lBlitar, lsesuai ldengan lPasal l73 

lUndang-Undang lNomor l7 lTahun l1989 ltentang lPeradilan lAgama lyang ltelah 

ldiubah ldengan lUndang-Undang lNomor l3 ltahun l2006 ldan lperubahan lkedua 

ldengan lUndang-Undang lNomor l50 ltahun l2009 lyang lmenjadi lkewenangan 

lrelatif lPeradilan lAgama lyang lberbunyi: 

Pasal l7383 

1) Gugatan lperceraian ldiajukan loleh listri latau lkuasanya 

lkepada lPengadilan lyang ldaerah lhukumnya lmeliputi 

ltempat lkediaman lpenggugat, lkecuali lapabila 

lpenggugat ldengan lsengaja lmeninggalkan ltempat 

lkediaman lbersama ltanpa lizin ltergugat. 

2) Dalam lhal lpenggugat lbertempat lkediaman ldi lluar 

lnegeri, lgugatan lperceraian ldiajukan lkepada 

lPengadilan lyang ldaerah lhukumnya lmeliputi ltempat 

lkediaman ltergugat. 

3) Dalam lhal lpenggugat ldan ltergugat lbertempat 

lkediaman ldi lluar lnegeri, lmaka lgugatan ldiajukan 

lkepada lPengadilan lyang ldaerah lhukumnya lmeliputi 

ltempat lperkawinan lmereka ldilangsungkan latau lkepada 

lPengadilan lAgama lJakarta lPusat. 

 
83 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama (diakses pada 

tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.19) 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama
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Menimbang lbahwa lPenggugat ldalam lgugatannya lmendalilkan 

lbahwa lPenggugat ltelah lmelangsungkan lperkawinan ldan lrumah ltangga 

lPenggugat ldan lTergugat lsudah ltidak lharmonis, loleh lkarena litu lPenggugat 

lmemiliki llegal lstanding luntuk lmengajukan lgugatan lperceraian 

lsebagaimana ldiatur lPasal l49 lAyat l(1) lhuruf l(a) ldan lPasal l73 lUndang-

undang lNomor l7 lTahun l1989 ltentang lPeradilan lAgama lyang ldiubah ldengan 

lUndang-Undang lNomor l3 ltahun l2006 ldan lperubahan lkedua ldengan 

lUndang-Undang lNomor l50 ltahun l2009 lyang lberbunyi: 

Pasal l49 l 

1) Salah lseorang latau lkedua lorang ltua ldapat ldicabut 

lkekuasaannya lterhadap lseorang lanak latau llebih luntuk 

lwaktu lyang ltertentu latas lpermintaan lorang ltua lyang 

llain, lkeluarga lanak ldalam lgaris llurus lke latas ldan 

lsaidara lkandung lyang ltelah ldewasa latau lpejabat lyang 

lberwenang ldengan lkeputusan lPengadilan ldalam lhal-hal 

l: l 

a. Ia lsangat lmelalaikan lkewajibannya lterhadap 

lanaknya; l 

b. Ia lberkelakuan lburuk lsekali. l 

Menimbang lbahwa lMajelis lHakim ltelah lberusaha lmendamaikan 

lpihak lberperkara ldengan lmemberikan lnasihat lkepada lPenggugat lagar lrukun 

lkembali ldengan lTergugat, lnamun ltidak lberhasil, lkarenannya lketentuan 

lPasal l130 lHIR lJo. lYang lberbunyi: 

Pasal l13084. l 

1) Jika lpada lhari lyang lditentukan litu lkedua lbelah lpihak 

lmenghadap, lmaka lpengadilan lnegeri, ldengan 

lperantaraan lketuanya, lakan lmencoba lmemperdamaikan 

lmereka litu. l 

2)  lJika lperdamaian lterjadi, lmaka ltentang lhal litu, lpada 

lwaktu lsidang, lharus ldibuat lsebuah lakta, ldengan lmana 

lkedua lbelah lpihak ldiwajibkan luntuk lmemenuhi 

 
84 Anotasi Reglemen Indonesia Yang Diperbarui.   
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lperjanjian lyahg ldibuat litu; lmaka lsurat l(akta) litu 

lberkekuatan ldan lakan ldilakukan lsebagai lkeputusan 

lhakim lyang lbiasa. l 

3) Terhadap lkeputusan. lyang ldemikian ltidak ldiizinkan 

lorang lminta lnaik lbanding. l 

4) Jika lpada lwaktu lmencoba lmemperdamaikan lkedua 

lbelah lpihak litu lperlu ldipakai lseorang ljuru lbahasa, lmaka 

ldalam lhal litu lhendaklah ldituruti lperaturan lpasal 

lberikut. 

Serta ldalam lPasal l82 lUndang-Undang lNomor l7 lTahun l1989 ltentang 

lPeradilan lAgama lyang ldiubah ldengan lUndang-Undang lNomor l3 ltahun 

l2006 ldan lperubahan lkedua ldengan lUndang-Undang lNomor l50 ltahun l2009 

lyang lberbunyi: 

Pasal l8285 

1. Pada lsidang lpertama lpemeriksaan lgugatan 

lperceraian, lHakim lberusaha lmendamaikan lkedua 

lpihak. 

2. Dalam lsidang lperdamaian ltersebut, lsuami listri 

lharus ldatang lsecara lpribadi, lkecuali lapabila lsalah 

lsatu lpihak lbertempat lkediaman ldi lluar lnegeri, ldan 

ltidak ldapat ldatang lmenghadap lsecara lpribadi ldapat 

ldiwakili loleh lkuasanya lyang lsecara lkhusus 

ldikuasakan luntuk litu. 

3. Apabila lkedua lpihak lbertempat lkediaman ldi lluar 

lnegeri, lmaka lpenggugat lpada lsidang lperdamaian 

ltersebut lharus lmenghadap lsecara lpribadi. 

4. Selama lperkara lbelum ldiputuskan, lusaha 

lmendamaikan ldapat ldilakukan lpada lsetiap lsidang 

lpemeriksaan. 

Menimbang lbahwa lmenurut lPeraturan lMahkamah lAgung lR.I 

lNomor l1 lTahun l2016 ltentang lprosedur lmediasi, lmediasi lmengharuskan 

lkehadiran lkedua lpihak lyang lberperkara, loleh lkarena litu lTergugat ltidak 

lpernah lhadir ldi lpersidangan, lmaka lmediasi ltidak ldapat ldilaksanakan. 

 
85 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama (diakses pada 

tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.39) 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama
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Menimbang lbahwa lpihak lTergugat ltidak lhadir ldi lruang lsiding ltanpa 

ladanya lalasan lyang lsah ldan ltidak lpula lmenyuruh lseorangpun luntuk 

lmenghadap lke lruang lsiding lsebagai lwakil latau lkuasannya lmeskipun ldari 

lJurusita lPengganti lPengadilan lAgama lBlitar ltelah lmemanggilnya lsecara 

lresmi ldan lpatut, lsebagaimana lketentuan ldalam lPasal l125 lHIR lyang 

lberbunyi: l 

Pasal l125:86
 l 

1)  lJika ltergugat, lmeskipun ldipanggil ldengan lsah, ltidak 

ldatang lpada lhari lyang lditentukan, ldan ltidak lmenyuruh 

lorang llain lmenghadap lsebagai lwakilnya, lmaka ltuntutan 

litu lditerima ldengan lkeputusan ltanpa lkehadiran 

l(verstek), lkecuali lkalau lnyata lbagi lpengadilan lnegeri 

lbahwa ltuntutan litu lmelawan lhak latau ltiada lberalasan. l 

2) Akan ltetapi ljika lsi ltergugat, ldalam lsurat ljawabannya 

ltersebut lpada lpasal l121, lmengemukakan leksepsi 

l(tangkisan) lbahwa lpengadilan lnegeri ltidak lberkuasa 

lmemeriksa lperkaranya, lmaka lmeskipun lia lsendiri latau 

lwakilnya ltidak ldatang, lwajiblah lpengadilan lnegeri 

lmengambil lkeputusan ltentang leksepsi litu, lsesudah 

lmendengar lpenggugat litu; lhanya ljika leksepsi litu ltidak 

ldibenarkan, lpengadilan lnegeri lboleh lmemutuskan 

lperkara litu. l 

3) Jika ltuntutan lditerima, lmaka lkeputusan lpengadilan latas 

lperintah lketua, lharus ldiberitahukan lkepada lsi lterhukum, 

ldan lharus lditerangkan lbahwa lia lberhak lmengajukan 

lperlawanan lterhadap lkeputusan lpula lkepadanya, lusan 

ltak lhadir ldi lmuka lmajelis lpengadilan litu ldalam lwaktu 

ldan ldengan lcara lyang lditentukan lpada lpasal l129. l 

4) Panitera lpengadilan lnegeri lakan lmencatat ldibawah 

lkeputusan ltak lhadir litu lsiapa lyang ldiperintahkan 

lmenyampaikan lpemberitahuan ldan lketerangan litu, lbaik 

ldengan lsurat lmaupun ldengan llisan. 

Berdasarkan ldalil ldiatas, lpihak lTergugat lharus ldinyatakan ltidak 

lhadir ldan lgugatan lPenggugat ldapat ldiputus ldengan lverstek. lPutusan lverstek 

lmerupakan lputusan lyang ldijatuhkan loleh lMajelis lHakim ltanpa lhadirnya 

 
86 Anotasi Reglemen Indonesia Yang Diperbarui.   
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lpihak lTergugat ldan ltanpa lalasan lyang lsah lmeskipun ltelah ldipanggil lsecara 

lresmi ldan lpatut. lPutusan lverstek lini lmerupakan lpengecualian ldari lacara 

lpersidangan lbiasa lsebagai lakibat lketidakhadiran ltergugat latas lalasan lyang 

ltidak lsah.87 

Dalam lperkara lverstek lpihak lTergugat ldianggap lingkar lmenghadiri 

lpersidangan ltanpa lalasan lyang lsah ldan ltergugat ldianggap lmengakui 

lsepenuhnya lsecara lmurni ldan lbulat lsemua ldalil lgugatan lpenggugat. lPutusan 

lverstek lhanya ldapat ldijatuhkan ldalam lhal lTergugat ltidak lhadir lpada lhari 

lsidang lpertama. lPutusan ltersebut ltampak lkurang ladil lbagi ltergugat lkarena 

ldijatuhkan ltanpa lkehadirannya. lSementara lperkara ltidak lmungkin 

ldigantung ltanpa lakhir lyang lpasti latau lharus lsegera ldiselesaikan. lWalaupun 

ldemikian lbukan lberarti lpintu ltelah ltertutup lbagi ltergugat. lTergugat lmasih 

lmemiliki ljalan luntuk lmendapatkan lpengadilan lmelalui lupaya lhukum lbiasa 

lyaitu lperlawanan lterhadap lputusan lverstek. 

Menimbang lbahwa ldalil-dalil lgugatan lPenggugat lmerupakan 

lrangkaian ldalil lyang lpada lpokoknya lsejak ltahun l2018 lrumah ltangga 

lPenggugat ldan lTergugat lsudah ltidak lharmonis lkarena lsering lberselisih ldan 

lbertengkar ldisebabkan lTergugat ltelah lmenikah lsiri ldengan lorang llain, ldan 

lpuncaknya l+3 ltahun llamannya, latas ldasar ltersebut lPenggugat lmohon luntuk 

ldijatuhkan ltalak lsatu lba’in lsughra lTergugat lterhadap lPenggugat. 

 
87 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-

Hukum-Kita.html (diakses pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 20.52) 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html
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Menimbang lbahwa lmeskipun lperkara lini ltanpa ldihadiri lTergugat, 

lnamun lkarena lperkara lini lmenyangkut lbidang lperkawinan lyaitu 

lmenggunaka lhokum lkhusus lsesuai lkehendak lPasal l54 l

88yang lberbunyi l 

“Hukum lAcara lyang lberlaku lpada lPengadilan ldalam 

llingkungan lPeradilan lAgama ladalah lHukum lAcara lPerdata 

lyang lberlaku lpada lPengadilan ldalam llingkungan lPeradilan 

lUmum,kecuali lyang ltelah ldiatur lsecara lkhusus ldalam 

lUndang-Undang lini”. 

Serta lPasal l76 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l7 lTahun l1989 lyang 

ldiubah ldengan lUndang-Undang lNomor l3 ltahun l2006 ldan lperubahan lkedua 

ldengan lUndang-Undang lNomor l50 ltahun l2009 l

89yang lberbunyi: 

“Apabila lgugatan lperceraian ldidasarkan latas lalasan lsyiqag, 

lmaka luntuk lmendapatkan lputusan lperceraian lharus ldidengar 

lketerangan lsaksi-saksi lyang lberasal ldari lkeluarga latau lorang-

orang lyang ldekat ldengan lsuami listri.” 

Maka lMajelis lHakim ltetap lmembebankan lkepada lPenggugat luntuk 

lmembuktikan ldalil-dalil lgugatannya. 

Menimbang lbahwa luntuk lmeneguhkan ldalil-dalil lgugatannya, 

lPenggugat ltelah lmengajukan lalat lbukti lsurat lyaitu lP.1 ldan lP.2 lbermaterai 

lcukup lyangberupa lfotocopy ltelah ldicocokkan ldan lsesuai ldengan laslinya 

lsehingga lMajelis lHakim lmanilai lalat lbukti ltertulis ltersebut lsah lsebagai lalat 

lbukti lberdasarkan lPasal l1888 lKitab lUndang-Undang lHukum lPerdata ldan 

lpasal l28 lUndang-Undang lNomor l10 ltahun l2020 ltentang lbea lmaterai lyang 

lberbunyi: l 

 
88 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama (diakses pada 

tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.34) 
89 Ibid,. 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama
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Pasal l188890 

Kekuatan lpembuktian ldengan lsuatu ltulisan lterletak lpada 

lakta laslinya. lBila lakta lyang lasli lada, lmaka lsalinan lserta 

lkutipan lhanyalah ldapat ldipercaya lsepanjang lsalinan lserta 

lkutipan litu lsesuai ldengan laslinya lyang lsenantiasa ldapat 

ldiperintahkan luntuk lditunjukkan. 

Pasal l2891 

• Dokumen lyang lBea lMeterainya ltidak latau lkurang 

ldibayar lyang ldibuat lsebelum lUndang-Undang lini 

lberlaku, lBea lMeterainya ltetap lterutang ldan ldibayar 

lberdasarkan lUndang-Undang lNomor l13 lTahun l1985 

ltentang lBea lMeterai. 

• Meterai ltempel lyang ltelah ldicetak lberdasarkan 

lUndang-Undang lNomor l13 lTahun l1985 ltentang lBea 

lMeterai ldan lperaturan lpelaksanaannya lyang lmasih 

ltersisa, lmasih ldapat ldigunakan lsampai ldengan ljangka 

lwaktu l1 l(satu) ltahun lsetelah lUndang-Undang lini 

lmulai lberlaku ldan ltidak ldapat lditukarkan ldengan 

luang latau ldalam lbentuk lapa lpun. 

• Meterai ltempel lyang ldigunakan luntuk lmelakukan 

lpembayaran lBea lMeterai lyang lterutang latas 

lDokumen lsebagaimana ldimaksud ldalam lhuruf lb, 

ldapat ldigunakan ldengan lnilai ltotal lMeterai ltempel 

lyang ldibubuhkan lpada lDokumen lpaling lsedikit 

lRp9.000,00 l(sembilan lribu lrupiah). 

 

Serta lsurat ledaran lDrijen lBadan lPeradilan lAgama lMahkamah 

lAgung lNomor l01 lTahun l2021 ltanggal l05 lJanuari l2021 ltentang lpenyesuaian 

lbea lmaterai ldi lLingkungan lPeradilan lAgama, lmaka lsurat-surat lbukti 

ltersebut lsecara lformil ldapat lditerima lsebagai lalat lbukti. 

Menimbang, lbahwa lalat lbukti lP.1 ldan lP.2 ltersebut lmerupakan lakta 

lotentik lyang ldibuat loleh lpejabat lyang lberwenang, ldan lisinya ltersebut ltidak 

ldibantah, lmaka lnilai lkekuatan lpembuktiannya ladalah lbersifat lsempurna ldan 

 
90 https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-

Undang_Hukum_Perdata/Buku_Keempat (diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.20) 
91 https://peraturanpajak.com/2020/11/04/undang-undang-republik-indonesia-nomor-

10-tahun-2020/ (diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.28) 

https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Keempat
https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Keempat
https://peraturanpajak.com/2020/11/04/undang-undang-republik-indonesia-nomor-10-tahun-2020/
https://peraturanpajak.com/2020/11/04/undang-undang-republik-indonesia-nomor-10-tahun-2020/


79 
 

 
 

lmengikat lberdasarkan lPasal l1870 lKUH lPerdata ldan lPasal l165 lHIR lyang 

lberbunyi: 

Pasal l165. l 

Akta lotentik, lyaitu lsuatu lsurat lyang ldibuat loleh latau ldi 

lhadapan lpegawai lumum lyang lberwenang luntuk 

lmembuatnya, lmewujudkan lbukti lyang lcukup lbagi lkedua 

lbelah lpihak ldan lahli lwaris lmasingmasing lserta lsekalian 

lorang lyang lmendapat lhak ldarinya ltentang lsegala lhal lyang 

ldisebut ldi ldalam lsurat litu ldan ltentang lhal lyang ltercantum 

ldalam lsurat litu lsebagai lpemberitahuan; ltetapi lyang ltersebut 

ltemkhir lini lhanya lsekedar lyang ldi lberitahukan litu llangsung 

lmenyangkut lpokok lakta litu. 

Menimbang, lbahwa lMajelis ltelah lmendengar lketerangan l2 l(dua) 

lorang lsaksi, lbukan lorang lyang ldilarang lmenjadi lsaksi ldan lyang ltelah 

lmemberikan lketerangan ldi lbawah lsumpahnya ldi ldepan lsidang lseorang 

ldemi lseorang lsebagaimana lterurai ldi latas, loleh lkarena litu lmemenuhi lsyarat 

lformil lsaksi. lKeterangan lsaksi lberdasarkan lalasan ldan lpengetahuan lsendiri, 

lserta lrelevan ldengan lpokok lperkara ldan lsaling lbersesuaian lantara lyang lsatu 

ldengan lyang llain, loleh lkarena litu lmemenuhi lsyarat lmateriil lsaksi. 

Menimbang, lbahwa loleh lkarena lsaksi-saksi lPeunggugat ltelah 

lmemenuhi lsyarat lformil ldan lmateriil lsebagaimana lketentuan lPasal l170, 

l171, l172 lHIR ljo92
 lyang lberbunyi: 

Pasal l170. l 

Jika lkesaksian-kesaksian lyang lterpisah-pisah ldan lberdiri 

lsendiri ldari lbeberapa lorang ltentang lbeberapa lkejadian 

ldapat lmeneguhkan lperkara ltertentu lkarena lkesaksian-

kesaksian litu lsesuai ldan lberhubungan lsatu lsama llain, lmaka 

lkekuatan lbukti lhukum lsepanjang lyang lakan ldiberikan 

lkepada lkesaksian-kesaksian lyang lberaneka lragam litu, lhal 

 
92 Anotasi Reglemen Indonesia Yang Diperbarui.   
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litu ldiserahkan lkepada lpertimbangan lhakim, lberhubung 

ldengan lkeadaan. l 

Pasal l171. l 

1) Tiap-tiap lkesaksian lharus ldisertai lketerangan ltentang 

lbagaimana lsaksi lmengetahui lkesaksiannya. l 

2) Pendapat latau ldugaan lkhusus lyang ltimbul ldari 

lpemikiran, ltidak ldipandang lsebagai lkesaksian 

Pasal l172. l 

Dalam lhal lmenimbang lnilai lkesaksian litu, lhakim lharus 

lmemperhatikan: lcocoknya lpara lsaksi lsatu lsama llain; 

lkesesuaian lkesaksian-kesaksian lmereka ldengan lapa lyang 

ldiketahui ldari lsumber llain ltentang lperkara lyang 

lbersangkutan; lsemua lalasan lpara lsaksi luntuk lmenerangkan 

lduduk lperkaranya ldengan lcara lbegini latau lbegitu; lperi 

lkehidupan, ladat listiadat ldan lkedudukan lpara lsaksi; ldan 

lpada lumumnya, lsegala lhal lyang ldapat lmenyebabkan lsaksi 

litu ldapat ldipercayai latau lkurang ldipercayai. l 

 lPasal l76 lAyat l(1) lUndang-undang lNomor l7 lTahun l1989 ltentang 

lPeradilan lAgama lyang ldiubah ldengan ldengan lUndang-Undang lNomor l3 

ltahun l2006 ldan ldiubah luntuk lkedua lkalinya ldengan lUndang-Undang 

lNomor l50 ltahun l2009 ljo. lPasal l22 lAyat l(2) lPeraturan lPemerintah lNomor l9 

lTahun l1975 ljo lyaitu l“Gugatan ltersebut ldalam layat l(1) ldapat lditerima 

lapabila ltelah lcukup ljelas lbagi lPengadilan lmengenai lsebab-sebab 

lperselisihan ldan lpertengkaran litu ldan lsetelah lmendengar lpihak lkeluarga 

lserta lorang-orang lyang ldekat ldengan lsuami-isteri litu”. lPasal l134 

lKompilasi lHukum lIslam, lmaka lketerangan lsaksi ltersebut lmempunyai lnilai 

lpembuktian lyang lberbunyi l 

Pasal l13493 

“Gugatan lperceraian lkarena lalasan ltersebut ldalam lpasal 

l116 lhuruf lf, ldapat lditerima lapabila ltelah lcukup ljelas lbagi 

lPengadilan lAgama lmengenai lsebab-sebab lperselisihan ldan 

 
93 Mahkamah Agung, Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan 

Kompilasi Hukum islam, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 96. 
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lpertengkaran litu ldan lsetelah lmendengar lpihak lkeluarga 

lserta lorang-orang lyang ldekat ldengan lsuami listeri ltersebut” 

Menimbang, lbahwa lberdasarkan lpengakuan lPenggugat lyang ltelah 

ldikuatkan ldengan lbukti lP.1 lberupa lKartu lTanda lPenduduk latas lnama 

lPenggugat, lmaka ltelah lterbukti lmenurut lhukum lbahwa lPenggugat ltercatat 

lsebagai lpenduduk lwilayah lKabupaten lBlitar. 

Menimbang, lbahwa lberdasarkan lpengakuan lPenggugat lbahwa 

lantara lPenggugat ldan lTergugat ladalah lsuami listri lyang lmenikah lsecara lsah 

lpada ltanggal l12 lFebruari l2008 ldan ltelah ldikuatkan lbukti lP.2 lberupa 

lKutipan lAkta lNikah, lmaka lberdasarkan lPasal l7 layat l(1) lKompilasi lHukum 

lIslam lyang lberbunyi l“Perkawinan lhanya ldapat ldibuktikan ldengan lAkta 

lNikah lyang ldibuat loleh lPegawai lPencatat lNikah”. lMaka lmenurut lhukum 

lbahwa lantara lPenggugat ldan lTergugat ladalah lsuami listri lsah 

Menimbang lbahwa lberdasarkan ldalil-dalil lPenggugat lyang 

ldihubungkan ldengan lbukti-bukti lyang lsaling lbersesuaian ltelah lditemukan 

lfakta lhukum lsebagai lberikut: l 

1. Bahwa lPenggugat ldan lTergugat ladalah lsuami listeri lsah lyang 

lmenikah lpada ltanggal l12 lFebruari l2008 lnamun lbelum ldikaruniai 

lketurunan. 

2. Bahwa lrumah ltangga lPenggugat ldan lTergugat lsejak ltahun l2018 

lsudah lsering lterjadi lperselisihan ldan lpertengkaran lyang ldisebabkan 

lTergugat ltelah lmenikah lsiri ldengan lorang llain. l 

3. Bahwa lakibat lperselisihan ltersebut lantara lPenggugat ldan lTergugat 

ltelah lterjadi lpisah ltempat ltinggal lsampai ldengan lsekarang lsudah 
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lberjalan lselama l± l3 ltahun ldan lselama lpisah lTergugat ltidak lpernah 

lmemberi lnafkah lkepada lPenggugat; l 

4. Bahwa lPara lsaksi lsudah lmerukunkan lPenggugat ldan lTergugat, lakan 

ltetapi ltidak lberhasil; l 

Menimbang, lbahwa ltujuan lperkawinan lsebagaimana ltercantum 

lbaik ldalam lAl lQur’an lsurah lAl-Rum layat l2194
 lyang lberbunyi: 

l وَمِنْ  l اٰيٰتِهِ  l انَْ  l خَلقََ  l لكَُمْ  نْ  l مِِّ l انَْفسُِكُمْ  l ازَْوَاجًا ا l لِِّتسَْكُنوُْْٓ  اِلَيْهَا

l l وَجَعَلَ  l بَيْنكَُمْ  وَدَّةً  l مَّ رَحْمَةً  l وَّ اِنَّ  ِۗۗ l l فيِْ  l ذٰلِكَ  يٰت   l لَاٰ l لِِّقَوْم   l يَّتفََكَّرُوْنَ  –  

l٢١ 

Artinya: l“Dan ldi lantara ltanda-tanda l(kebesaran)-Nya lialah 

lDia lmenciptakan lpasangan-pasangan luntukmu ldari ljenismu 

lsendiri, lagar lkamu lcenderung ldan lmerasa ltenteram 

lkepadanya, ldan lDia lmenjadikan ldi lantaramu lrasa lkasih ldan 

lsayang. lSungguh, lpada lyang ldemikian litu lbenar-benar 

lterdapat ltanda-tanda l(kebesaran lAllah) lbagi lkaum lyang 

lberpikir.” l(Q.S. lAr-Rum: l21) 

Maupun ldalam lPasal l1 lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 

ltentang lperkawinan lyang lberbunyi: l 

Pasal l1: 

Perkawinan ladalah likatan llahir ldan lbatin lantara lseorang 

lpria ldan lwanita lsebagai lsuami listri ldengan ltujuan luntuk 

lmembentuk lkeluarga latau lrumah ltangga lyang lbahagia 

ldengan lberdasarkan lKetuhanan lYang lMaha lEsa.95 

Serta ldalam lKompilasi lHukum lIslam lpasal l3 ldisebutkan lbahwa: l 

Pasal l3: l 

Perkawinan lbertujuan luntuk lmewujudkan lkehidupan lrumah 

ltangga lyang lsakinah, lmawaddah, ldan lrahmah.96 

 
94 https://quran.kemenag.go.id/sura/30  (diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 

16.30) 
95 Mahkamah Agung, Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan 

dengan Kompilasi Hukum islam, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 134. 
96 Ibid, hlm. 64. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/30
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Menimbang lbahwa lkondisi lrumah ltangga lpenggugat ldan lTergugat 

lsering lterjadi lperselisihan ldan lpertengkaran lserta ltelah lpisah ltempat ltinggal 

lselama lkurang llebih l3 ltahun ltanpa lada lkomunikasi, lmaka lrumah ltangga 

lPenggugat ldan lTergugat ltelah lretak ldan lsudah lsangat lsulit luntuk 

ldidamaikan llagi, lrumah ltangga lyang ldemikian litu, lmengakibatkan ltujuan 

lperkawinan ltidak ldapat ldiwujudkan ldalam lrumah ltangga lPenggugat ldan 

lTergugat ldan lsudah ltidak lada lharapan luntuk lrukun lkembali, ldisisi llain 

lMajelis lHakim lmaupun lpara lsaksi ltelah lberusaha luntuk lmerukunkan ljuga 

ltidak lberhasil lsehingga lperkawinan lmereka ljika ldipertahankan ljustru lakan 

lmenyengsarakan lkedua lbelah lpihak, loleh lkarena litu lperkawinan lmereka 

llebih lmasalahat ldiceraikan; lMenimbang, lbahwa lrelevan ldengan lperkara lini, 

ldapat ldiambil lsebuah ltuntunan ldari lHadits lNabi lSAW, lyang ldiriwayatkan 

loleh lImam lMalik lmenegaskan: 

ُ عَلَيْهِ  لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  ُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّّ مَنْ ضَارَّ أضََرَّ اللَّّ  

Artinya:”Tidak lboleh lmemudharatkan ldan ldimudharatkan, 

lbarangsiapa lyang lmemudharatkan lmaka lAllah lakan 

lmemudharatkannya ldan lsiapa lsaja lyang lmenyusahkan 

lmaka lAllah lakan lmenyusahkannya. 

Menimbang lbahwa lbertolak ldari lhadis ltersebut ldan ldihubungkan 

ldengan lkasus lini, lmaka lseorang lsuami ltidak lboleh lmemberi lmudharat 

lkepada listrinya lbegitu ljuga lsebaliknya, lseorang listri ltidak lboleh lmemberi 

lmudharat lkepada lsuaminya lkarena lperbuatan ldemikian ldilarang lsyari’at. 

Menimbang lbahwa ldalam lperkara lini lMajelis lHakim lsependapat 

ldan lmengambil lalih lpendapat lpakar lhokum lIslam lSayyid lSabiq ldalam 

lKitab lFiqhu las lSunnah, ljuz lII, lhalaman l249: 



84 
 

 
 

وْجِ بِهَا بِمَا لَا تسَْتطَِيْعُ مَعَهُ      اِذاَ ادَْعَتِ الَّزوْجَةُ اِضْرَارَ الزَّ

دوََامَ العَشْرَةِ يَجُوزُلهََا انَْ تطَْلبَُ مِنَ الْقَاضِيَ التَّفْرِيْقَ وَحِينَئِذً يطُْلِقهَُا  

 الَقَاضِيَ طَلَّقَةً بَائِنَةً 

Artinya:”jika listeri lmenggugat lcerai lkepada lsuaminya 

lmemudharatkan lterhadap ldirinya lsehingga lmenggoyahkan 

lkeutuhan lrumah ltangga, lmaka ldibolehkan lbagi listerinya 

luntuk lmeminta lcerai lkepada lhakim ldan lbila lmudharat 

ltersebut ltelah lterbuksti, lsedangkan lperdamaianpun ltidak 

ltercapai, lmaka lhakim lmenetapkan ljatuh ltalak lsatu lba’in”. 

Menimbang lbahwa lberdasarkan lpertimbangan-pertimbangan 

ltersebut ldi latas lmaka lmajelis lhakim lberpendapat ldalil-dalil lperceraian 

lPenggugat ltelah lterbukti ldan ltelah lmemenuhi lalasan lperceraian 

lsebagaimana lyang lditentukan ldalam lPasal l39 lAyat l(2) lUndang-undang 

lNomor l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan ljo lyang lberbunyi l“Untuk 

lmelakukan lperceraian lharus lada lcukup lalasan lbahwa lantara lsuami listri 

litu ltidak lakan ldapat lrukun lsebagai lsuami listeri”. lSerta lPasal l19 lhuruf l(b) 

lyaitu l“Salah lsatu lpihak lmeninggalkan lpihak llain lselama l2 l(dua) ltahun 

lberturut-turut ltanpa lizin lpihak llain ldan ltanpa lalasan lyang lsah latau lkarena 

lhal llain ldiluar lkemampuannya” ldan l(f) lPeraturan lPemerintah lNomor l9 

lTahun l1975 ljo lyaitu l“Antara lsuami ldan listeri lterus-menerus lterjadi 

lperselisihan ldan lpertengkaran ldan ltidak lada lharapan lakan lhidup lrukun 

llagi ldalam lrumah ltangga”. l lPasal l116 lhuruf l(b) ldan l(f) lKompilasi lHukum 

lIslam, loleh lkarena litu lgugatan lPenggugat lpatut ldikabulkan ldengan lverstek 

ldengan lmenjatuhkan ltalak lsatu lbain lsughra lTergugat lterhadap lPenggugat. 

Menimbang, lbahwa lperkara lini ltermasuk lbidang lperkawinan, 

lberdasarkan lberdasarkan lPasal l89 lAyat l(1) lUndang-undang lNomor l7 

lTahun l1989 ltentang lPeradilan lAgama lsebagaimana ldiubah ldengan 
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lUndang-undang lNomor l3 lTahun l2006 ldan lperubahan lkedua ldengan 

lUndang-undang lNomor l50 lTahun l2009, lmaka lbiaya lperkara lini ldibebankan 

lkepada lPenggugat. 

 lMengingat lsegala lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku ldan 

lhokum lsyar’I lyang lberkaitan ldengan lperkara lini: l 

• Menyatakan lbahwa lTergugat lyang ltelah ldipanggil ldengan lpatut 

luntuk lmenghadap ldi lpengadilan ltidak lhadir; 

• Mengabulkan lgugatan lPenggugat ldengan lverstek; 

• Menjatuhkan ltalak lsatu lba’in lsughro lTergugat lterhadap 

lPenggugat. 

• Membebankan lkepada lPenggugat luntuk lmembayar lseluruh lbiaya 

lperkara lini lsebesar lRp. l680.000,- l(enam lratus ldelapan lpuluh lribu 

lrupiah). 

Pernikahan lmerupakan likatan lyang lsakral lkarena ljanji lyang 

ldiucapkan lberhadapan llangsung ldengan lAllah, lmaka lsudah lsepatutnya 

likatan ltersebut ldijaga ldengan lbaik ldan ldihormati. lSelain litu lbanyak lcara 

lyang ldilakukan lagar likatan lpernikahan ltetap lberjalan lbaik ldan lmenjaga 

lkesakralan ldalam lpernikahan ltetap lada, lmaka ldari litu lmuncul ldasar 

lperceraian lyang lmengatakan lbahwa lperceraian lmerupakan lhal lyang 

ldilarang ldalam lislam, lapabila lsudah lmengupayakan lsegala lhal luntuk 

lmenyelamatkan likatan lpernikahan lnamun ltetap ltidak lberhasil, lmaka lNabi 

lMuhammad lSAW lbersabda: 

 ابَْغضَُ الْحَلَالِ اِلىَ اللِ الطْلَاقِ )رواه ابو داود, ابن ماجه, الحاكيم( 
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Artinya:”sesuatu lperbuatan lyang lpaling ldibenci lAllah 

ladalah lThalak”. l(H.R. lIIAbu lDaud, lIbnu lMajah, lAl lHakim) 

Berdasarkan lsabda ltersebut lbanyak lulama lbersepakat lmengatakan 

lbahwa lperceraian lmerupakan lsolusi lterakhir lsebagai lpintu ldarurat lyang 

lboleh lditempuh, lapabila ldalam lrumah ltangga ltidak ldapat llagi ldipertahankan 

lkeutuhannya, lhal lini lsifatnya lsebagai lalternatif lterakhir. lIslam 

lmenganjurkan, lsebelum lmenempuh ljalan lterakhir ltersebut, ldiharuskan 

luntuk lmengusahakan lperdamaian lantara lkedua lbelah lpihak, lbaik lmelalui 

l“Hakam” l(Arbitrator) ldari lkedua lbelah lpihak latau ldengan ltindakan-

tindakan ltertentu lyang lbersifat lpengajaran. l 

Banyak lupaya ldan lsolusi lyang lsudah lada ldalam lAl-Qur’an, lserta 

lsudah lsesuai ldengan lperundang-undangan lyang lberlaku, ldalam lhal lini 

ladalah lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan, ldan 

lInpres lNo. l1 lTahun l1991 ltentang lKompilasi lHukum lIslam ldimana 

lkeduanya lmerupakan lbentuk lperlakuan lkhusus lbagi lumat lberagama lIslam. 

lSelain litu ldalam lpasal l39 layat l(1) ljo lPasal l115 lKHI, lmenjelaskan lbahwa: 

l“Perceraian lhanya ldapat ldilakukan ldi ldepan lsidang lpengadilan, lsetelah 

lpengadilan lyang lbersangkutan lberusaha ldan ltidak lberhasil lmendamaikan 

lkedua lbelah lpihak”. lPenjelasan ldalam lPasal l39 layat l(1) ldan lPasal l115 lKHI 

ldi latas lbahwasanya lperceraian lbaru lmemperoleh lizin lapabila lmemenuhi 

lsyarat lperdamaian luntuk lmenyatukan lsuami-isteri ltelah ldilaksanakan, 

lnamun lapabila ltetap ltidak lberhasil. lMaka lbukti ltelah ldilaksanakannya 

lupaya ltersebut lharus ldilakukan ldi ldepan lsidang lpengadilan, ltermasuk ltidak 

lberhasilnya lupaya ltersebut. l 
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Tujuan lpenyelesaian ldilakukkan ldi lpengadilan, lsupaya ljalan 

lperceraian lyang ldiambil ltidak lsecara lgegabah ltanpa ldisertai lalasan lyang 

lsah, ldan ljika ldilakukan ldi lpengadilan lsudah lpasti lmempunyai lkekuatan ldan 

lkepastian lhukum lyang ltetap. lSelain litu lperceraian ljuga ldiatur ldalam lPeraturan 

lPerundang-Undangan ldalam lPasal l19 lPeraturan lPemerintah l(PP) lNomor l9 lTahun 

l1975 ltentang lAturan lPelaksanaan lbagi lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974, 

lalasan-alasan ltersebut ladalah lsebagai lberikut: 

1. Salah lsatu lpihak lberbuat lzina, latau lmenjadi lpemabuk, lpemadat, 

lpenjudi, ldan llain lsebagainya lyang lsukar ldisembuhkan. 

2. Salah lsatu lpihak lmeninggalkan lpihak llain lselama l2 l(dua) ltahun 

lberturut-turut, ltanpa lizin lpihak llain ldan ltanpa lalasan lyang lsah 

latau lkarena lhal llain ldiluar lkemampuannya. 

3. Salah lsatu lpihak lmendapat lhukuman lpenjara l5 l(lima) ltahun, 

latau lhukuman lyang llebih lberat lsetelah lperkawinan 

lberlangsung. 

4. Salah lsatu lpihak lmelakukan lkekejaman latau lpenganiayaan 

lberat lyang lmembahayakan lpihak llain. 

5. Salah lsatu lpihak lmendapat lcacat lbadan latau lpenyakit ldengan 

lakibat ltidak ldapat lmenjalankan lkewajibannya lsebagai lsuami 

listeri. 

6. Antara lsuami ldan listeri lterus lmenerus lterjadi lperselisihan ldan 

lpertengkaran ldan ltidak lada lharapan luntuk lhidup lrukun llagi 

ldalam lrumah ltangga.97 

Selain lalasan lyang lsudah ldijelaskan ldi latas, lPasal l116 lKHI 

lmenambahkan l2 l(dua) lalasan llain lyang ldapat ldijadikan lalasan lyaitu: 

1. Suami lmelanggar lsighat ltaklik ltalak. 

2. Peralihan lagama latau lmurtad lyang lmenyebabkan lterjadinya 

lketidak lrukunan ldalam lrumah ltangga.98 

Pada ldasarnya lputusan lhakim ldituntut lagar ldapat lmenciptakan lsuatu 

lkeadilan ldan luntuk litu lhakim lmelakukan lpemeriksaan lserta lpenilaian 

lterhadap lperistiwa ldan lfakta lmelalui lpembuktian, lapakah lbukti lsudah 

 
97 Mahkamah Agung, Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan 

Kompilasi Hukum islam, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 169. 
98 Ibid,.hlm. 53. 
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lcukup latau lmasih lada lyang lperlu ldiklarifikasi lkembali ldari lpihak llawan 

lmengenai lketerangan lsaksi latau lfakta lyang llain. lMaka ldari litu lputusan 

lhakim lharus ldiperhatikan lapakah lpertimbangan lhukumnya lsudah lsesuai 

ldengan lalasan lobjektif latau lbelum. l 

Dengan lberdasar lpada lfakta lyang lberkaitan ldengan lduduk lperkara 

lantara lPenggugat ldan lTergugat ldikarenakan lsuami lsebagai lkepala lrumah 

ltangga lsudah llalai lmenjalankan lkewajibannya lseperti ltidak lmemberikan 

lnafkah lyang lmengakibatkan listri lmengalami lpenderitaan llahir ldan lbatin 

lselain litu lsering lterjadi lperselisihan lyang lterus lmenerus ldan lhal ltersebut 

lsangat ltidak lmungkin luntuk ldirukunkan lkembali. lMaka lhal ltersebut lsesuai 

ldengan lpelanggaran ltaklik ltalak loleh lsuami, lsehingga lPenggugat 

lmenyerahkan lmasalah lke lPengadilan lAgama lBlitar. 

Melihat ldari luraian ldiatas lbahwa lhakim lmengabulkan lcerai lgugat 

lyang ldiajukan loleh lPenggugat lPada lkasus lcerai lgugat ldengan lprtimbangan 

lMajelis lHakim lmenjatuhkan ltalak ldari lTergugat lkepada lPenggugat lsudah 

lsesuai ldengan lketentuan lHukum lIslam lyaitu ltalak lba’in lsughra 

lsebagaimana ldijelaskan ldalam lPasal l119 layat l(1) ldan l(2) lKompilasi lHukum 

lIslam ldengan lterbukti lpihak ltergugat lmelanggar lSighat lTaklik lTalak, lyang 

lberbunyi: l 

Pasal l11999
 l 

1. Talak lBa'in lShughraa ladalah ltalak lyang ltidak lboleh 

ldirujuk ltapi lboleh lakad lnikah lbaru ldengan lbekas 

lsuaminya lmeskipun ldalam liddah. l 

2. Talak lBa'in lShughraa lsebagaimana ltersebut lpada layat 

l(1) ladalah l: l 

 
99Ibid,.  hlm 93.  
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a. talak lyang lterjadi lqabla lal ldukhul; 

b. talak ldengan ltebusan latau lkhuluk; 

c. talak lyang ldijatuhkan loleh lPengadilan lAgama 

Pada lPasal l89 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l7 lTahun l1989 lJo 

lserta lUndang-Undang lNomor l3 ltahun l2006 lmengenai lbiaya lperkara lkepada 

lPenggugat lyang lberbunyi: 

Pasal l89 

1. Biaya lperkara ldalam lbidang lperkawinan ldibebankan 

lkepada lpenggugat latau lpemohon. 

2. Biaya lperkara lpenetapan latau lputusan lPengadilan lyang 

lbukan lmerupakan lpenetapan latau lputusan lakhir lakan 

ldiperhitungkan ldalam lpenetapan latau lputusan lakhir. 

Menurut lpenulis lbahwa lbatasan lsuami ldalam lcerai lgugat lterjadi 

lkarena lsuami lyang ltidak lmemberikan lnafkah lkepada listri lsecara llahir ldan 

lbatin lserta lsuami lmeninggalkan listri ldan lmemilih lmenikah lsiri ldengan 

lorang llain lyang lmenimbulkan lperselisihan ldan lpertengkaran. lSeharusnya 

lsebagai lsuami lharus lmemenuhi lkebutuhan listri lbaik llahir ldan lbatin ldisini 

lpenulis lsangat lsetuju ldengan lapa lyang lsudah lditetapkan lmelalui 

lpertimbangan lMajelis lHakim lpengadilan lAgama lBlitar lbahwa lsesuai 

ldengan ldalil lyang ldiajukan loleh lPenggugat lmaka lMajelis lHakim 

lmenentukan lputusan lsesuai ldengan lPasal l33 ldan l34 layat l(1) lUndang-

Undang lNomor l1 ltahun l1974 lyaitu lmengabulkan lgugatan lPenggugat. 

B. Pandangan lUlama lNU l(Nahdatul lUlama) lTerhadap lPutusan lHakim 

lMengabulkan lCerai lGugat lKarena lSuami lTidak lDapat lMemberikan 

lNafkah 

Tujuan lperkawinan lmenurut lUndang-undang lNomor l1 ltahun l1974 

ltentang lPerkawinan ladalah lmembentuk lkeluarga l(rumah ltangga) lyang 
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lbahagia ldan lkekal lberdasarkan lKetuhanan lYang lMaha lEsa. lMengenai 

lkewajiban lsuami lterhadap listri lini lmulai lberlaku lsejak lterjadi ltransaksi 

l(akad lnikah). lSeorang llaki-laki lyang lmenjadi lsuami lmemperoleh lhak 

lsebagai lsuami ldalam lkeluarga. lBegitu lpula lseseorang lperempuan lyang 

lmenjadi listri lmemperoleh lhak lsebagal listri ldalam lberkeluarga. l 

Persoalannya lkemudian ladalah lbagaimana lpandangan lUlama lNu 

lterhadap lputusan lhakim lmengabulkan lcerai lgugat lkarena lsuami lyang ltidak 

lmemberikan lnafkah ldan lbatasannya lsampai lkapan listri ldapat lmengajukan 

lgugatan lke lpengadilan. lBerkaitan ldengan lmasalah ltersebut lUlama lNu 

lmempunyai lpendapat lyang lberbeda-beda lakan ltetapi lsaling lbersepakat 

ldiantaranya lsebagai lberikut: 

Ada lyang lberpendapat lbahwa lsuami lyang ltidak lmemberikan lnafkah 

lmaka lsuami ldianggap lberdosa lkarena lseorang lsuami lmerupakan lkepala 

lkeluarga, lselain litu lapabila lsuami ltidak lmemberikan lnafkah lmaka lnafkah 

lyang lbelum ldiberikan ldianggap lhutang ldan lhal ltersebut ldapat 

ldiakumulasikan. lMengenai lukuran lnafkah lyang ldiberikan lUlama lNu 

ldidasarkan lpada lImam lSyafi’i lyakni lada l3 lgolongan, ldiantaranya lorang 

lkaya, lorang lmenengah, ldan lorang lmiskin.100
 lBesaranya lnafkah lorang lkaya 

lyakni lperharinya l2 lmud, lbegitupun, lmenengah l1,5 lmud, ldan lyang lmiskin l1 

lmud. lJika ldalam lhari litu lsuami lbelum lmemberikan lnafkah lsebanyak litu, 

lmaka lnafkahnya ldianggap lhutang. lDan lUlama lNu lsetuju ldengan lkeputusan 

lHakim ldalam lPutusan lPerkara lNomor l1390/Pdt.G/2021/PA.BL. ldimana 

 
100 Hasil Wawancara, Agus Muhtasin, Sabtu 18 Desember 2021 pukul 11.16 WIB. 
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listri lboleh lmengajukan lgugatan lperceraian luntuk lmengambil lhaknya 

lmelalui ljalur lpersidangan latau lmengambil lharta lsuami lsebatas lhaknya. 

lPendapat lini ldidasarkan lpada lsurah lAt-Talaq layat l7 lyang lberbunyi: 

نْ سَعَتِه اۤ اٰتٰٮهُ   ۗ  وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُ ِۗۗ  ۗ  لِينُْفِقْ ذوُْ سَعَة  مِِّ فَلْينُْفِقْ مِمَّ

  لَا يكَُلِِّفُ اٰللُّ نَفْسًا اِلاَّ مَاۤ اٰتٰٮهَا ِۗۗ  اٰللُّ 

Artinya: l"Hendaklah lorang lyang lmempunyai lkeluasan 

lmemberi lnafkah lmenurut lkemampuannya, ldan lorang lyang lterbatas 

lrezekinya, lhendaklah lmemberi lnafkah ldari lharta lyang ldiberikan 

lAllah lkepadanya. lAllah ltidak lmembebani lseseorang lmelainkan 

l(sesuai) ldengan lapa lyang ldiberikan lAllah lkepadanya” l(QS. lAt-

Talaq l65: lAyat l7) l 

Mengenai lbolehnya lmengambil lharta lsuami ljika lsuami lpelit ldalam 

lmemberikan lnafkah ldalam lkitab lShahih lAl-Bukhari lNo.4940 ltentang 

lnafkah lyang lberbunyi: 

يكٌ فَهَلْ عَليََّ حَرَجٌ أنَْ أطُْعِمَ مِنْ   ِ إِنَّ أبََا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِِّ يَا رَسُولَ اللَّّ

عْرُوفِ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَا إلِاَّ بِالْمَ   

Artinya: l"Wahai lRasulullah, lsesungguhnya lAbu lShufyan 

ladalah lseorang llaki-laki lyang lpelit. lBerdosakah laku, lbila laku 

lmemberi lmakan lkeluarga lkami ldari lharta lbenda lmiliknya?" lbeliau 

lmenjawab: l"Tidak. lDan lkamu lmengambilnya lsecara lwajar."101 

Dapat ldifahami lbahwa ldalil ldiatas lmemerintahkan lkepada lsuami 

luntuk lmemberikan lnafkah lkepada listri lsesuai ldengan lkemampuan lyang 

ldimilikinya. lDisamping litu, layat ltersebut ldi latas ljuga lsaling lmengingatkan 

lbagi lsuami listri lagar ldalam lmembina lkeluarga lharus lsaling lmemahami, 

lmengerti ldan lmenerima lkeadaan lyang ldialaminya, ldalam lhal lini lmeliputi 

lsandang, lpangan, ldan lpapan. 

 
101 Hasil Wawancara, K.H. Ahmad Misur, Rabu 22 Desember 2021 pukul 19.15 WIB. 
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Mengenai lputusan lhakim lmengabulkan lcerai lgugat lkarena lseorang 

lsuami lyang ltidak ldapat lmemberikan lnafkah, lada lyang lmengatakan lbahwa 

ldalam lmemberikan lnafkah lbatasan lsuami lsesuai lkemampuan lsuami latau 

ldisesuaikan ldengan ldaerah ltempat ltinggal, lada ljuga lyang ldiklasifikasikan 

lada lbatas lminimal ldan lbatas lmaksimal, lbatas lminimal lyang ldimaksud ldisini 

lyaitu lmengenai lmakanan lsehari-hari lmasih ltercukupi lseperti ladanya lnasi 

ldan lsayur, luntuk lbatas lmaksimal llebih ldari lbatas lminimal lseperti ladannya 

lnasi, lsayur, llauk lpauk, lbuah-buahan, ldan llain lsebagainnya. lApabila lsuami 

ldalam lbatas lminimal lmasih ltidak lmampu lmemenuhi lmaka listri lboleh 

lmengajukan lcerai lgugat lke lpengadilan. l

102Dikuatkan ldengan lhadis lyang 

ldiriwayatkan lAbi-Zinad lsebagai lberikut: l 

جُلِ لَا يَجِدُ مَا ينُْفِقُ عَلىَ امْرَأتَِهِ   سَألَْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِِّبِ عَنِ الرَّ

قُ بَيْنَهُمَا"   "قَالَ: يفُرََّ

Artinya:"Aku lbertanya lpada lSaid lbin lAl-Musayyab ltentang 

lseorang llaki-laki lyang ltidak lmempunyai lharta luntuk lmenafkahi 

listrinya, lbeliau lmenjawab: l"Keduanya ldipisahkan". l 

Ada lyang lberpendapat lbahwa lbatasan lsuami ltidak lmemberikan 

lnafkah lyaitu lsuami lsakit lyang lparah, latau lsuami lmelakukan ltindakan lpidana 

lyang lberakhir lmasuk lpenjara. lSelain litu lsebab lyang llain lyakni listri lyang 

lkabur latau lpindah ldari lrumah lsuaminya lke ltempat llain ltanpa lseizin 

lsuaminya latau lalasan lyang ldibenarkan lagama latau lnusyuz. lHal ltersebut 

ldapat ldijadikan lalasan listri lmengajukan lgugatan. lMengenai lberapa llama 

lsuami ltidak lmemberikan lnafkah lyaitu ldisesuaikan ldengan lshighat lta’lik, 

 
102 Hasil Wawancara, Kyaii M. Ali Romzi, Kamis 23 Desember 2021 pukul 14.12 WIB 
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lapabila ldalam lshighot lta’lik lminimal l3 lbulan ltidak ldinafkahi lmaka ljatuk 

ltalak lsatu lsesuai ldengan lPasal l80 layat l(5) lKHI lyang lberbunyi: 

Pasal l80103
 l 

1) Suami ladalah lpembimbing, lterhadap listeri ldan lrumah 

ltangganya, lakan ltetap lmengenai lhal-hal lurusan lrumah 

ltangga lyang lpenting-penting ldiputuskan loleh lsuami 

listeri lbersama. l 

2) Suami lwajib lmelindungi listerinya ldan lmemberikan 

lsegala lsesuatu lkeperluan lhidup lberumah ltangga lsesuai 

ldengan lkemampuannya. l 

3) Suami lwajib lmemberikan lpendidikan lagama lkepada 

listerinya ldan lmemberi lkesempatan lbelajar lpengetahuan 

lyang lberguna ldan lbermanfaat lbagi lagama, lnusa ldan 

lbangsa. l 

4) Sesuai ldengan lpenghasilannya lsuami lmenanggung: la. 

lnafkah, lkiswah ldan ltempat lkediaman lbagi listeri; lb. 

lbiaya lramah ltangga, lbiaya lperawatan ldan lbiaya 

lpengobatan lbagi listeri ldan lanak; lc. lbiaya lpendididkan 

lbagi lanak. 

5)  lKewajiban lsuami lterhadap listerinya lseperti ltersebut 

lpada layat l(4) lhuruf la ldan lb ldi latas lmulai lberlaku 

lsesudah lada ltamkin lsempurna ldari listerinya. l 

6) Isteri ldapat lmembebaskan lsuaminya ldari lkewajiban 

lterhadap ldirinya lsebagaimana ltersebut lpada layat l(4) 

lhuruf la ldan lb. 

7)  lKewajiban lsuami lsebagaimana ldimaksud layat l(5) 

lgugur lapabila listeri lnusyuz. 

Jatuhnya ltalak ldalam lshighot lta’lik lharus ldengan lsepengetahuan 

lsuami lbeserta ltanda ltangan lpersetujuan lsuami, lkemudian lbaru listri 

lmelakukan lgugatan lke lpengadilan lsetelah litu lmaka ljatuh ltalak lsatu. lNamun 

ljika ldalam lshighot lta’lik ltidak lmengharuskan listri lmengajukan lgugatan lke 

lpengadilan, lmaka ltalak ldapat lotomatis ljatuh ljika lsalah lsatu lalasan ldalam 

lshighot lta’lik lterlakana. 
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C. Pandangan lUlama lMuhammadiyah lTerhadap lPutusan lHakim 

lMengabulkan lCerai lGugat lKarena lSuami lTidak lDapat lMemberikan 

lNafkah 

Hukum lIslam ltelah lmengatur lbahwa lseorang lsuami lmerupakan 

lpemimpin lserta lyang lbertanggung ljawab latas lpemenuhan lnafkah. lHanya 

lsaja, lpada lsaat lini lkerap lmenjumpai lperceraian lyang ldisebahkan lnafkah 

lyang ltidak ldipenuhi, lmemang lbanyak ldijumpai lkondisi lsuami lyang lkurang 

lmampu ldalam lmemenuhi lnafkah listeri lsecara lbaik. lNamun, lTidak ladanya 

lusaha ldalam llapangan lkerja, lbahkan lkondisi ltubuh lyang ltidak llagi lsehat 

lmempengaruhi ltidak loptimalnya lpemenuhan lnafkah lsuami lkepada listri. 

Persoalannya lkemudian ladalah lbagaimana lpandangan lUlama 

lMuhammadiyah lterhadap lPutusan lHakim lMengabulkan lCerai lGugat 

lKarena lSuami lTidak lDapat lMemberikan lNafkah ldan lbatasannya lsampai 

lkapan listri ldapat lmengajukan lgugatan lke lpengadilan. lBerkaitan ldengan 

lmasalah ltersebut lUlama lMuhammadiyah lmempunyai lpendapat lyang 

lberbeda-beda lantara llain lsebagai lberikut: 

Ulama lberpendapat lbahwa lbolehnya lmengajukan lgugatan lke 

lPengadilan ldengan lberdasar lpada lkewajiban lyang lseharusnya ldijalankan 

loleh lsuami ltidak lterlaksana. lDalam lhal lini lyaitu lnafkah, lpada ldasarnya 

lmemberikan lnafkah lkepada listri litu lhukumnya lwajib ldengan lsyarat,104 

lSuami lsebagai lkepala lrumah ltangga lberkewajiban lmemberikan lnafkah 

lkepada listerinya ldisebabkan ladanya lhubungan lperkawinan. lNafkah ltersebut 

 
104 Hasil Wawancara, Ismail Nurfika, Senin 20 Desember 2021 pukul 13.20 WIB. 
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ldimaksudkan lbukan lhanya lnafkah llahiriyah, ltetapi ljuga lnafkah lbatiniyah. 

lKewajiban lnafkah llahiriyah litu ltelah lditetapkan loleh lAllah lswt. lDalam lAl-

Qur’an lsurah lAl-Baqarah: l233, 

لَا تكَُلَّفُ نَفْسٌ   ِۗۗ  رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ  ۗ  وَعَلىَ الْمَوْلوُْدِ لَه

 الِاَّ وُسْعَهَا 

 lArtinya:”Dan lkewajiban layah lmenanggung lnafkah ldan lpakaian 

lmereka ldengan lcara lyang lpatut. lSeseorang ltidak ldibebani llebih ldari 

lkesanggupannya.” 

Pada layat ldi latas, lkata libu lmemiliki lmaksud lyaitu listeri-isteri, 

lsedangkan lyang ldimaksud ldengan lkata layah ladalah lsuami. lAyat lini lsecara 

ltekstual lmenjelaskan lmengenai lkewajiban lseorang lsuami ldalam 

lmemberikan lnafkah lkepada listerinya lyang lbersifat lkongkrit l(materi), ldalam 

lhal lini lsandang, lpangan, ldan lpapan. lKetika lpelaksanaan lijab lqobul lsaja litu 

lbelum lcukup luntuk lpihak lsuami lmemberikan lnafkah lmaka lada lsyarat llain 

lyakni listri lharus lmemenuhi lkewajibannya, lcontohnya ljika lsuami lmeminta 

listri luntuk lmelayani ldi lranjang ldan listri ltidak lmampu lmemenuhinya lmaka 

lsuami ltidak lwajib lmemberikan lnafkah, lserta lsyarat llainya lbahwa listri 

lnusyus lcontohnya lketika listri lpergi lkeluar lnegeri ltanpa lizin ldari lsuami lmaka 

lkewajiban lmenafkahi listri lgugur, lsebaliknya, ljika listri lmendapatkan lizin 

lsuami lmaka lsuami ltetap lberkewajiban lmemberikan lnafkah. l 

Ada ljuga lyang lberpendapat lbahwa lkewajiban lyang lharus ldiberikan 

lkepada listri lmeliputi lnafkah llahiriyah/materi lyaitu ltempat ltinggal, lpakaian, 

lmakanan, lkesehatan, lpendidikan, ldan lbathiniyah/non lmateri lyaitu 
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lkeamanan, lkomunikasi lyang lbaik, ltidak lberlaku lkasar, ltidak legois, ldll. lDi 

lantara lbentuk lmenghormati lperempuan, lyaitu lbersikap llemah llembut 

lterhadapnya, ltidak lmenyakitinya, ldan lbersikap lbaik lpadanya, lkarena lsikap 

litu lmerupakan lbentuk ldari lketinggian lakhlak ldan lkesempurnaan liman 

lseseorang. lUntuk lmenumbuhkan lsaling lmencintai, lsayang-menyayangi ldi 

lantara lsuami listeri ldapat ldilakukan ldengan lbersenda lgurau, ltetapi ldalam 

lbatas lyang lwajar. 

Mengenai lbatasan lsuami ldalam lIslam, lbatasan lsuami ldalam 

lmemberikan lnafkah litu ldisesuaikan ldengan lkemampuan lnya. lSerta lbatas 

lkemampuannya ltidak lterbatas. l lDasar lnya ldalam lAl-qur’an lyaitu lsurah lAn-

Nisa: l34105
 l 

لَ اٰللُّ بعَْضَهُمْ عَلٰى بَعْض   ا ا مُوْنَ عَلىَ النِِّسَآْءِ بمَِا فَضَّ جَا لُ قَوَّ لرِِّ َۗ

بِمَاۤ انَْفَقوُْا مِنْ امَْوَا لِهِمْ   وَّ

Artinya:"Laki-laki l(suami) litu lpelindung lbagi lperempuan l(istri), 

lkarena lAllah ltelah lmelebihkan lsebagian lmereka l(laki-laki) latas lsebagian 

lyang llain l(perempuan), ldan lkarena lmereka l(laki-laki) ltelah lmemberikan 

lnafkah ldari lhartanya.”(Q.S. lAn-Nisa: l34). 

Menurut lpandangan lahli lfiqh, lbatasan lsuami ldilihat lberdasarkan 

lkemampuanya, lketika lsuami ltidak lmampu llagi lmenghasilkan lnafkah, lmaka 

lsuami lgugur ldalam lmemberikan lnafkah, lcontohnya lsuami lsaat lsakit lyang 

lparah lsehingga lmenjadikan lsuami ltidak ldapat lmemberikan lnafkahnya, ldan 

 
105Ibid.  
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lsuami lboleh ltidak lmemberikan lnafkah ljika lseorang listri lridho luntuk ltidak 

ldinafkahi, ldihubungkan ldengan lcontoh lpada lmasa lRosululloh lketika listri 

lRosulullah lseharusnya lmendapatkan lnafkah lbathin lsecara lbergilir, lakan 

ltetapi lsi listri lmalah lmemberikan lwaktu lsuaminya luntuk listri llain lmisalnya 

lAisyah. lMaka lgugurlah lnafkah lyang lseharusnya lmilik listri lsebelumnya. lHal 

ltersebut lsesuai ldengan lkaidah lfiqh lyang lberbunyi: 

 الَْعَادةَُ مُحَكَّمَةٌ 

Artinya: l“Adat lkebiasaan ldapat ldijadikan lhukum”106. lYang 

lmenjadi lukuran lbatasan lsuami lyaitu lkebiasaan latau ladat listiadat lyang 

lberlaku ldi ldaerah ltersebut.107
 lAdapun lbatasan lnafkah lbatin lkepada listeri 

lmerupakan lpenentu llanggengnya lsebuah lrumah ltangga. lPemenuhan lnafkah 

lbatin lmenurut lIbnu lHizam ladalah lsuami lwajib lmemberikan lnafkah lbatin 

lkepada listerinya lsekurang-kurangnya l1 lkali lsebulan ljika lsuami lmampu.108
 

lKalau lsuami ltidak lmelakukan lhal lini lberarti ltelah ldurhaka lkepada lAllah 

lswt. lPendapat lini ldidukung loleh lkebanyakan lulama. lSedangkan lmenurut 

lImam lAhmad lbahwa lsuami lwajib lmemberi lnafkah lbatin lkepada listerinya l4 

lbulan lsekali ldan luntuk lsuami lyang lbekerja ldi lluar lrumah lmaka lditolerir 

lselama l6 lbulan llebih ldari lmasa ltersebut ltergantung lkerelaan listri. 

Mengenai lseorang listri lyang lmengajukan lgugatan lcerai lkepada 

lsuami, lada lyang lberpendapat lbahwa lpihak lpengadilan ldiperbolehkan luntuk 

 
106Ibid.,  
107 Hasil Wawancara, M. Jaenuri, Jum’at 17 Desember 2021 pukul 10.00 WIB. 
108 Rizal Darwis, Nafkah Batin isteri Dalam Hukum Perkawinan, (Gorontalo: Sultan Amais 

press, 2015) hlm. 82. 
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lmemenangkan lperkara ltersebut. lKarena listri lberhak luntuk lmendapatkan 

lkeadilan lmerebut lhak lnya lberkaitan ldengan lnafkah.109
 l 

Jadi ldalam lpernikahan lsuami lharus lmampu lbersikap lbaik ldan 

lmemenuhi lkebutuhan lhidup lkeluargannya, ljika lrumah ltangga ldiambang 

lperceraian lberarti lpernikahan ldijalani lsudah ltidak lsehat llagi. lHal ltersebut 

lsesuai ldengan lkasus lperkara ldalam lPutusan lNo. l1390/Pdt.G/2021/PA.BL. 

lyaitu lkarena lmasing-masing lpihak lsudah lberusaha lmaksimal ldalam 

lmenyelesaikan lkonflik lakan ltetapi lpernikahan lsudah lberada ldalam lkondisi 

lyang lkritis ldan lalangkah lbaiknya ljika lkedua lbelah lpihak lberpisah. 

Pandangan lpara lulama lyaitu ldidasarkan lpada lsegi lkemaslahatan ldari 

lkedua lpasangan lsuami listeri lyaitu lbersepakat lbahwa lIstri lyang ltidak 

lmendapatkan lkeadilan ldalam ldirinya, lboleh lmengajukan lgugatan lke 

lPengadilan ldengan lmemberikan lalasan lyang ljelas lserta ldidukung ldengan 

lbukti lyang lkuat ldimana ldalam lkasus lini lsuami ltidak lmemberikan lnafkah, 

lsuami ljuga lsudah lmenikah llagi ldengan lorang llain lyang lmenyebabkan lsuami 

lmelepas ltanggungjawabnya lkepada listri lsebelumnya. l 

Mengenai lbatasan lsuami ldalam lpernikahan ljuga ldiatur ldalam 

lshighot lta’lik ltalak ldimana lshighat ltersebut lmerupakan lperjanjian 

lperkawinan lyang ldigantungkan lkepada lsuatu lkeadaan ltertentu lyang 

lmungkin lsaja lterjadi ldi lmasa lmendatang, latau lbisa ljuga luntuk lmengimbangi 

lhak ltalak lyang ldimiliki loleh lseorang lsuami. lHal ltersebut lberdasarkan lPasal 

l46 layat l(3) lKHI110
 lbahwa lperjanjian ltaklik ltalak lbukan lsuatu lperjanjian 

 
109 Hasil Wawancara, Ariefudin Widhianto, Selasa 21 Desember 2021 pukul 09.29 WIB 
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lyang lwajib ldiadakan lpada lsetiap lperkawinan. lAkan ltetapi lsekali lta’lik ltalak 

lsudah ldiperjanjikan ltidak ldapat ldicabut lkembali. lSejalan ldengan lisi lshighat 

ltaklik ltalak ltersebut, lmaka ltaklik ltalak ldalam lPerundang-undangan 

lPerkawinan lIndonesia lsudah ltermasuk lpada lpasal lperjanjian lperkawinan. l 

Implikasi lhukum lyang ldapat lditimbulkan ladalah lapabila lsuami 

lmelanggar likrar ltaklik ltalak, lmaka ldapat ldikategorikan lsebagai 

lpelanggaran, ldan lpelanggaran ltersebut ldapat ldijadikan lalasan loleh listri 

luntuk lmengajukan ltuntutan lperceraian lkepada lpengadilan lagama. 

  


